


1.
Masuk ke 
akun DJP 

Online

3.
Buat Laporan 

SPPH

Memilih jenis 
kebijakan

Memilih media 
pengiriman token

Mengunduh e-Form

4.
Mengisi SPPH 
dalam bentuk 

e-form

2.
Unduh 
Viewer

Mengisi eform secara 
lengkap

Mengirimkan e-form 
SPPH sebagai draft

5.
Melakukan 

pembayaran

7.
Mengirimkan 

SPPH

8.
Mengunduh 

Suket 
Pengungkapan 
Harta Bersih

6.
Mengunggah Surat 

Pencabutan 
Permohonan 

(Khusus untuk Kebijakan 
2, jika ada)



Untuk membuat SPPH dalam 
rangka ikut PPS, WP dapat 
mengakses aplikasi melalui 
laman DJP Online.



Untuk keperluan simulasi (internal only), 
kita dapat akses link https://pswp-sim/



Saat pertama kali buka link simulasi, biasanya tampilan 
akan berantakan. Untuk mengatasinya, silakan buka link 
https://static-sim di tab baru sampai muncul tampilan ini. 
Jika sudah, bisa langsung Kembali ke tab simulasi 
https://pswp-sim/ 



Setelah log in, tampilan pertama yang muncul 
adalah Tab ‘Arsip SPPH’: Tempat menyimpan 
SPPH yang telah dibuat oleh WP.



Sebelum mulai Buat Laporan, 
kita Unduh Viewer dulu ya…



Kita akan diarahkan ke link 
ini…



Pastikan yang diunduh adalah yang versi 
32-bit ya! Meskipun PC kita versi 64-bit. 



Cara untuk mengetahui versi 
adobe yang sudah terinstall di 

PC kita. 

Jika menggunakan versi 64-bit, akan 
muncul notif ini.



Sebelum install aplikasi 
Adobe Acrobat Reader DC 

versi 32-bit, silakan 

uninstall versi 64-bit 
terlebih dahulu



Kebijak
an 1



Pilih kebijakan yang 
mau diikuti. Kita pilih 
kebijakan I dulu ya…



akan terisi otomatis 
SPPH yang mau 
dibuat WP adalah 
SPPH ke berapa.

Meski otomatis, kolom 
pemberitahuan ke itu 
tidak terkunci dan bisa 
kita ubah. Hati2 ya..



Akan muncul notif error ini jika kita 
ketik manual pemberitahuan ke-0. 
Pemberitahuan SPPH pertama kali 
dimulai dari angka 1, bukan 0. 



Notifikasi yang 
muncul jika memilih 
urutan 
pemberitahuan 
ke-… yang tidak 
sesuai



Notifikasi jika 
SPPH status 
Pemberitahuan 
ke-xx yang sama 
telah terlapor





File e-Form yang berhasil 
terunduh

Saat eform berhasil 
diunduh, kode 
verifikasi/token 
harusnya juga 
otomatis masuk ke 
email/hp WP. 



Kebijak
an 2



1

2

3

4

Khusus Kebijakan II akan ada 
validasi sesuai pasal 8 ayat 4.





File e-Form yang berhasil 
terunduh



Notifikasi saat WP tidak lolos validasi (WP 
sedang diperiksa)

Perlakuannya juga sama untuk validasi pasal 8 ayat 3 yang lain, jika tidak terpenuhi akan muncul pesan kesalahan.

Kondisi kapan WP dianggap sedang 
diperiksa, dibukper, dilakukan penyidikan, 
atau sedang dalam proses peradilan bisa 
dilihat di 
pasal 5 ayat 6-9 PMK 196/PMK.03/2021



Pengisian 
e-form / 

Sekarang kita mulai praktik 
pengisian e-form yuk! 



Pengiriman 
e-form / 



Tampilan pada saat 
SPPH sudah terisi 
dan WP akan 
meng-upload 
SPPH

Notif saat SPPH 
berhasil 
ter-upload ☺

Masukkan kode verifikasi yang 
sudah masuk di email/HP WP saat 
unduh eform tadi~



SPPH yang berhasil ter-upload akan tampil pada 
menu DRAFT…



SPPH yang berhasil 
ter-upload akan tampil pada 
menu DRAFT



Upload Surat Pencabutan 
Permohonan gugatan, 
banding, dan/atau PK jika 
ada..



Upload dokumen dalam 
format pdf, ukuran max 2MB









Pembuatan kode billing bisa dilakukan langsung 
melalui aplikasi PPS..



Info PPh PPS yang 
kurang dibayar



Pertanyaan apakah 
SPPH yang masih KB 
sudah dibayar atau 
belum, kalau sudah, 
apakah dibuat 
langsung dari aplikasi 
PPS atau dari aplikasi 
luar (SSE)



Klik belum dan 
‘proses’ jika belum 
membuat billing atas 
kekurangan bayar 
tadi.



Sukses ☺



WP akan dapat kode 
billing.



Jika sudah melakukan 
pembayaran kode billing 
tadi, masuk lagi ya ke 
menu ini.







Akan muncul notifikasi 
seperti disamping jika 
wp belum bayar tapi klik 
sudah bayar.



KAP: 411128
KJS: Keb. I  🡪 427
       Keb. II 🡪 428
Tahun Pajak:
Keb. I 🡪 2022
Keb. II🡪 2020



Notifikasi error saat 
salah pilih tahun 
pajak.



Notifikasi error saat 
salah pilih tahun 
pajak.



Jika WP membuat kode 
billing diluar aplikasi PPS 
dan sudah bayar, WP 
bisa langsung klik ini saat 
masuk ke menu 
pembayaran (tidak usah 
dimulai dari opsi ‘Belum’)





Masukkan NTPN-nya

Lalu klik validasi!



Notif jika NTPN sudah 
pernah dipakai dalam 
pembayaran. 



Notif jika NTPN 
berhasil tervalidasi.





Status di draft akan 
berubah menjadi 
‘Siap Kirim’



Klik ambil kode 
verifikasi

Token pada 
bagian ini tidak 
sama dengan 
token untuk 
mengirim draft 
SPPH di awal.



Pilih media 
pengiriman token. 





SPPH yang berhasil 
terkirim akan masuk ke 
menu ARSIP SPPH. 



Untuk mengunduh 
S.Ket SPPH





File otomatis 
terunduh ke PC



Tampilan S.Ket 
Kebijakan I seperti 
ini ya ☺





Halaman kedua dari file pdf-nya adalah lampiran daftar harta..



Ini adalah contoh 
tampilan S.Ket 
kebijakan 2 ☺





Pencabu
tan 



Pencabutan dilakukan melalui menu 
‘Buat Laporan’



Pilih Kebijakan yang 
akan dicabut => Data 
SPPH akan otomatis 
terisi.

Klik untuk ambil kode 
verifikasi. 



www.pajak.go.id



Cek email yang masuk jika memilih 
pengiriman token via email. 







Form pencabutan berhasil dikirim..



Pencabutan yang berhasil terkirim akan masuk ke Arsip Pencabutan SPPH.

Klik tombol “Download” pada kolom AKSI untuk mendownload Surat Keterangan 
Pencabutan SPPH





0



0

0



WP tidak bisa mengajukan SPPH lagi apabila sudah mengajukan pencabutan.



www.pajak.go.id


